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P E N E T A P A N
Nomor: - /Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara  antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan 

SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai 

"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan 

SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai 

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam  surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 11 Maret 

2014, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan 

akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun sebagaimana 

diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /17/I/2007 tanggal 02 Januari 

2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta’lik talak 

yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat 

bertempat tinggal di Singkut IV dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, 

setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Mandiangin selama 4 tahun, 

kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali kerumah orangtua Penggugat 

selama 6 bulan, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah sendiri 

sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai Penggugat  dengan Tergugat 

berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 

(tiga) orang anak, yaitu: 1. ANAK I, umur 27 tahun, 2. ANAK II, umur 22 tahun, 

3. ANAK III, umur 19 tahun;

4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan 

harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2006 ketentraman rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan 

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya 

antara lain: a) Bahwa Tergugat apabila marah kepada Penggugat Tergugat sering 

membanting dan menghancurkan perabotan rumah seperti TV, piring, gelas, kursi 

dan lain sebagainya; b) Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita 

bernama WIL yang merupakan tetangga dekat Penggugat dengan Tergugat;
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6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2012 disebabkan oleh Tergugat 

menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama WIL dari Daerah Lubuk 

Linggau, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah 

tempat kediaman bersama, Tergugat  pergi bersama istri mudanya dan sekarang 

Tergugat tinggal di Desa Payo Lebar Kecamatan Singgkut bersama istri mudanya 

dan sejak  saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan  nafkah lahir maupun 

bathin kepada Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat 

tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat 

dan selama waktu tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) 

Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang telah 

diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat 

dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang ‘iwadh sebesar Rp 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini 

berkenan untuk: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat dengan ‘iwadh 

sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
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3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi 

(in persoon) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak 

pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, 

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/

Pdt.G/2014/PA.Srl bertanggal 18 Maret 2014, bertanggal 25 Maret 2014, bertanggal 

10 April 2014, serta bertanggal 24 April 2014 dan Tergugat tidak mengemukakan 

alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya 

tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang 

tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan 

mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah 

menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan 

Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 

bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi 

Nomor  - /17/I/2007 SERI  AB Tanggal 02 Januari 2007, bukti tersebut telah 

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda 

“P”;
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Bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian lanjutan, 

Majelis Hakim telah memberikan nasihat kembali kepada Penggugat agar Penggugat 

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah 

tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat dan atas nasihat Majelis Hakim 

tersebut Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkara 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register 

Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita 

acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk 

kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat 

telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula ia menyuruh 

orang lain sebagai wakil atau kuasa sahnya untuk menghadap ke persidangan serta 

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan yang sah menurut hukum, dengan 

demikian maksud dari pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah 

terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah 

berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil 
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sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, 

maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  01 Tahun 2008  Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan 

gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat 

taklik talak yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat 

sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti tertulis “P”, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai 

berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta 

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan cocok dengan 

aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di 

samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan 

dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. 

Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat 

dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 
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Mei 1986 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik 

talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan 

demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara 

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 18 

Mei 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut 

Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan 

Akta Nikah Nomor - /17/I/2007 tanggal 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat 

ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana terdapat di dalam 

Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan memasuki tahap pembuktian lanjutan, 

Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Srl 

tanggal 02 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de 

Rechtsvordering) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan 

Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) telah 

tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip process doelmatigheid 

(kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis 

Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/

SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Gugatan 
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dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika 

Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat 

persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat 

dilakukan setelah gugatan Penggugat dibacakan maka berdasarkan pasal 271 Rv 

tersebut diatas perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat akan tetapi oleh karena 

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan pada tahap jawab menjawab maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa tidak perlu untuk mendengarkan persetujuan dari 

Tergugat dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan perkara yang 

dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka 

Majelis Hakim sepakat menilai dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat 

dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah 

diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar berikut ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl telah selesai karena dicabut;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar                   

 Rp 511.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Sarolangun pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 

05 Rajab 1435 Hijriah, dengan A. SYARKAWI, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan 

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I serta ANA EFANDARI 

SULISTYOWATI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana 

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

A. SYARKAWI, S. Ag.

Hakim-Hakim Anggota,                 

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I                                                             

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran RP     30.000,00
2. Proses Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp   420.000,00
4. Redaksi RP       5.000,00
5. Meterai Rp    6.000,00
       Jumlah Rp    511.000,00 

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor  - /Pdt.G/2014/PA.Srl.
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